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ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI DAN PRINSIP
KOPERASI SERTA USAHA PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
BERBADAN HUKUM KOPERASI
DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan sistem organisasi dan prinsip
koperasi yang dijalankan oleh BMT berbadan hukum koperasi di kota Padang
serta aktivitas keuangan BMT, berhubungan dengan perolehan badan hukum
koperasi untuk legalitas lembaga BMT. Tujuan penelitian ini adalah: (1)
Melakukan identifikasi kesesuaian penerapan sistem organisasi koperasi di BMT
berbadan hukum koperasi; (2) Melakukan identifikasi kesesuaian pelaksanaan
prinsip koperasi di BMT berbadan hukum koperasi; dan (3)Membandingkan
aktivitas BMT sebelum dan sesudah berbadan hukum koperasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian
studi kasus (case study). Pengambilan data dilakukan melalui key informan yang
terdiri dari: a) komponen koperasi BMT (pengurus, pengawas dan anggota); b)
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas
Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) kota Padang, LSM
(Lembaga Swadaya Masyarakat) PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha
Kecil) dan sumber lain; serta c¢) anggota koperasi BMT yang diambil sebanyak 5
(lima) orang untuk masing-masing BMT. Data yang dikumpulkan dari responden-
responden tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisa
secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Sistem organisasi koperasi pada BMT diketahui terdapat beberapa
perbedaan dengan sebagaimana koperasi, diantaranya simpanan pokok khusus
pada BMT sampel masih ada setelah BMT mendapatkan badan hukum koperasi.
Perbedaan lainnya juga terdapat dalam kepengurusan, yang hanya bisa dipilih dari
anggota pendiri sedangkan anggota lainnya hanya mempunyai hak memilih dan
bicara. Namun dugaan awal bahwa anggota pendiri memiliki hak prerogratif tidak
ditemukan lagi. Pada pelaksanaan prinsip koperasi di BMT diketahui pembagian
SHU sesuai jasa yang diberikan tidak diterapkan oleh BMT, hanya membagi rata
SHU pada semua anggota. Balas jasa terhadap modal pada BMT sampel diketahui
sama seperti pada koperasi, yang jika dibandingkan dengan bunga bank, maka
bunga yang diberikan tidak melebihi bunga yang berlaku. Aktivitas keuangan
diketahui tidak semuanya digunakan oleh BMT. Kemudian adanya Badan Hukum
koperasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan jumlah
simpanan dan pembiayaan pada BMT sampel.

Disarankan agar BMT dapat menghilangkan simpanan pokok khusus
(simpoksus), karena setelah BMT memiliki anggota selain anggota pendiri maka
simpanan pokok khusus tidak sangat dibutuhkan lagi dan juga untuk menjaga
kesetaraan hak anggota BMT. Pada pemilihan pengurus saat RAT sebaiknya
semua anggota memiliki hak untuk dipilih dan memilih yang sama, salah satu cara
mewujudkannya juga dengan menghilangkan simpoksus.



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memainkan peran sangat strategis dalam perekonomian
nasional. Sektor ini tetap menjadi andalan sebagai sumber pendapatan dan mata
pencaharian sebagian besar penduduk, penyumbang produk domestik bruto
(PDB), sumber devisa negara, serta pemasok bahan baku sekaligus pasar bagi
sektor industri. Bahkan, ada peran sektor pertanian yang tidak mungkin digantikan
sektor lain yaitu sebagai sumber bahan pangan. Namun demikian, sektor pertanian
masih saja menghadapi permasalahan yang cukup pelik, terutama permodalan.
(Anonim, 2005).

Menurut Mosher dalam Sukirno (1995), ada lima syarat mutlak
berjalannya pembangunan pertanian. Jika diantara syarat-syarat tersebut tidak
lengkap, maka pembangunan pertanian akan terhambat, syarat-syarat mutlak
menurut Mosher tersebut adalah: adanya pasar untuk hasil-hasil usaha
tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-
alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, serta
tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Disamping ke lima syarat
mutlak, menurut Mosher ada lima syarat lagi yang tidak mutlak tetapi akan sangat
memperlancar pembangunan pertanian. Syarat-syarat atau sarana pelancar terdiri dari
: pendidikan pembangunan pertanian, kredit Produksi, kegiatan gotong royong petani,
perbaikan dan perluasan tanah pertanian, serta perencanaan nasional pembangunan
pertanian.

Untuk meningkatkan produksi, petani harus lebih banyak mengeluarkan
uang yang digunakan untuk membeli pupuk, bibit unggul, obat-obatan, dan alat-
alat lainnya. Pengeluaran ini harus dibiayai oleh tabungan atau dengan meminjam.
Oleh karena itu, lembaga-lembaga perkreditan / keuangan yang memberikan
kredit / pembiayaan produksi kepada para petani merupakan suatu faktor pelancar
yang penting bagi pembangunan pertanian (Sukirno, 1995).

Menurut Hernandi de Soto dalam Agustianto (2011), sektor ekonomi

informal memiliki peranan yang penting dalam aktivitas ekonomi di negara



berkembang. la juga mensinyalir keterpurukan ekonomi di negara berkembang
disebabkan ketidakmampuan untuk menumbuhkan lembaga permodalan bagi
masyarakatnya yang mayoritas pengusaha kecil.

Menurut Agustianto (2011), Indonesia adalah negara berkembang yang
jumlah pengusaha kecilnya mencapai 39.04 juta jiwa. Namun para pengusaha
kecil tersebut tidak memiliki akses yang signifikan ke lembaga perbankan, sebagai
lembaga permodalan. Operasionalisasi lembaga-lembaga perbankan belum bisa
menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama di daerah dan pedesaan.
Belum adanya lembaga keuangan yang menjangkau sektor pertanian dan sektor
informal secara memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk
jasa) simpan-pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta
ekonomi masyarakat menyebabkan konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
dapat dihadirkan di daerah kabupaten kota dan bahkan di kecamatan dan
perdesaan.

Menurut Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil atau disingkat PINBUK
(2010), lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan sistem intermediasi
(penghubung) keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang
didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan
masalah / kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para
anggotanya, dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu jenis dari LKM adalah Baitul
maal wattamwil (BMT).

Sejak awal pendiriannya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi.
Secara lebih spesifik adalah suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi
dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah, yang miskin dan
nyaris miskin (poor and near poor). Agenda kegiatannya yang utama adalah
pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan
permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, maka
BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat
lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya
mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu

wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi (Rizky, 2010).



Dalam sektor pertanian, peran BMT tercakup dalam produk
pembiayaannya seperti Mudharabah, yang dapat memberikan pembiayaan pada
usaha pertanian dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan pada sektor pertanian ini
sangat menguntungkan petani karena dapat meminimalkan resiko kerugian karena
gagal panen yang akan ditanggung bersama dengan BMT dan juga tentunya
keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan awal.

1.2. Perumusan masalah

BMT secara definitive adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya
berintikan konsep baitul tamwil, yaitu mengembangkan usaha produktif dan
investasi dalam meningkatkan kualias kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan
kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan
ekonomi. Sedangkan kegiatan baitul maal menerima titipan ZIS (zakat, infak, dan
sadaqah) dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Rodoni
dan Hamid, 2008). Dan menurut PINBUK (2010) BMT merupakan sebuah
Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebagai lembaga intermediasi antara orang
yang surplus dan yang defisit dalam pendanaan. Di samping fungsi sosialnya,
sebagai lembaga perantara BMT mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana,
mengadministrasikan, dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan.

Mengenai pendirian BMT, menurut Soemitra (2009) menyatakan bahwa
dana awal dalam proses pendirian BMT diperoleh dari para anggota pendiri,
berbentuk simpanan pokok khusus. Anggota pendiri BMT tersebut (Badan
Pendiri) mempunyai hak prerogratif dalam menentukan arah dan kebijakan BMT.
Dalam kapasitas ini Badan Pendiri adalah salah satu struktur dalam BMT yang
berhak merubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai membubarkan BMT.

Selanjutnya menurut PINBUK (2010) BMT merupakan bentuk kerjasama
usaha yang dalam operasionalnya diperlukan wadah. Wadah yang dimaksud
adalah sebuah lembaga yang merupakan Badan Hukum. Di samping itu perlunya
Badan Hukum untuk BMT juga dinyatakan dalam Surat Keputusan Bersama
(SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia No. 351.1/KMK.010/2009,
tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (Lampiran 1). Dan



menurut Norvadewi (2007) legalitas suatu badan usaha yang beroperasi di
Indonesia dapat dikelompokkan atas Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), dan Koperasi.

Mengenai pilihan Badan Hukum untuk BMT, Perwataatmaja dan Tanjung
(2008) mengatakan bahwa karena BMT disatu sisi bersifat sosial dan disisi lain
bersifat komersial, maka bentuk Badan Hukum yang cocok adalah Badan Hukum
Koperasi. Pilihan terhadap Badan Hukum Koperasi juga dikemukakan oleh
PINBUK (2010) dan juga dalam Diktum Kedua, Keputusan Bersama No.
351.1/KMK.010/2009 tersebut di atas. Sejalan dengan keluarnya SKB tiga
menteri tersebut, membuat beberapa BMT memutuskan untuk memperoleh badan
hukum koperasi sebagai aspek legal hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara prasurvey dengan Staf PINBUK Kota
Padang" dan Staf Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang” diketahui bahwa
untuk mendapatkan Badan Hukum Koperasi, BMT harus memenuhi syarat dan
mengikuti tatacara pendirian koperasi pada umumnya sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Peryaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Dengan demikian BMT yang
telah mendapatkan badan hukum koperasi telah berubah menjadi koperasi, yang
disebut sebagai Koperasi BMT. Di Kota Padang saat ini terdapat 6 BMT yang
telah melakukan proses mendapatkan Badan Hukum Koperasi.

Dari uraian di atas terlihat bahwa di BMT terdapat unsur organisasi berupa
sejumlah anggota pendiri yang secara keseluruhan disebut sebagai Badan Pendiri
yang mempunyai hak prerogratif dalam menentukan arah dan kebijakan BMT
serta dapat merubah Anggaran Dasar dan bahkan sampai dapat membubarkan
BMT. Dengan demikian bila sistim organisasi BMT dibandingkan dengan sisitim
organisasi koperasi terdapat perbedaan yang mendasar, di mana dalam sistim
organisasi koperasi tidak dikenal unsur Badan Pendiri dengan wewenang seperti
tersebut diatas, dan semua anggota koperasi mempunyai hak dan wewenang yang

sama. Selanjutnya sangat patut diduga, dengan sistim organisasi yang berbeda

! Wawancara dengan Bpk. Nudirman SE , Direktur Perwakilan PINBUK Sumbar, tanggal 27 januari 2011.
) Wawancara dengan Bpk. Harry Prautama SH, Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM Dinas
Koperasi dan UMKM kota Padang, tanggal 26 januari 2011.



maka prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan BMT juga akan berbeda
dengan prinsip koperasi. Oleh karena itu setelah BMT memproleh Badan Hukum
Koperasi atau berubah menjadi Koperasi, maka timbul pertanyaan apakah
memang telah terjadi perubahan sistim organisasi di BMT tersebut dan seberapa
jauh perubahan tersebut telah terjadi. Di samping itu muncul pula pertanyaan
apakah prinsip koperasi telah diterapkan dalam pengelolaan BMT yang telah ber-
Badan Hukum Koperasi tersebut. Selanjutnya timbul pula pertanyaan apakah
dengan didapatkannya badan hukum koperasi ini akan menyebabkan BMT lebih
berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka diperlukan penelitian
dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistim Organisasi dan Prinsip Organisasi
Koperasi Serta Usaha Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Berbadan
Hukum Koperasi di Kota Padang®.

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Melakukan identifikasi kesesuaian penerapan sistem organisasi
koperasi di BMT berbadan hukum koperasi.
2. Melakukan identifikasi kesesuaian pelaksanaan prinsip koperasi di
BMT berbadan hukum koperasi.
3. Membandingkan aktivitas BMT sebelum dan sesudah berbadan

hukum koperasi.

1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah:
1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam pengembangan BMT.
2. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya tentang lembaga
keuangan mikro BMT.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)

Definisi lembaga keuangan menurut UU No. 14/1976 Pasal 1 tentang
Pokok-pokok Perbankan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya
dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat
(Kashmir, 2002).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menurut PINBUK (2010, h. 54) adalah
sistem intermediasi keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal
yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan
masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya,
dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan keluarga.

Menurut PINBUK (2010, h. 55) karakteristik dari LKM adalah sebagai
berikut:

I. Mandiri: Swadaya & mampu membiayai usahanya sendiri (cost recovery).
2. Profesional:

* Dikelola dengan penuh waktu, bukan pekerjaan sambilan (full
fime).

* Adanya fasilitas pendampingan & Pelatihan berjenjang dilengkapi
modul-modul aplikatif (continuous training & technical assistance)
untuk paket dan pelaksanaan pelatihan dapat menghubungi Pinbuk.

* Produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat (deman’s driven).

e Menerapkan sistem, prosedur administrasi dan akuntansi standar
Lembaga Keuangan yg dirancang sederhana, efisien dan efektif
(simplicity), ~untuk memudahkan proses dan prosedur
pengadiministrasian dapat menggunakan Teknologi Informasi
dengan shofware versi IBS yang dikeluarkan oleh PT Ussi Pinbuk
Prima Shofware.

e Pengelolaan & laporan keuangan secara terbuka (transparancy).






3. Mengakar di masyarakat: Diinisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat
setempat sehingga tumbuh rasa memiliki & tanggung jawab (sense of
belonging & responsibility).

Keuangan mikro kini dianggap sebagai terobosan institusional untuk
melayani pembiayaan masyarakat perdesaan, perkotaan dan para pengusaha
mikro. Keuangan mikro supaya terfokus, profesional dan efektif secara luas dalam
melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, maka
Microcredit Summit dalam Ismawan (2003) mensyaratkan 4 prinsip utama yang
harus dipertimbangkan dalam merencanakan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu:

1. Reaching the poorest. The poorest yang dimaksud adalah masyarakat yang
paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (economically active).
Secara internasional mereka dipahami merupakan separo bagian bawah dari
garis kemiskinan nasional.

2. Reaching and empowering women. Wanita merupakan korban yang paling
menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus
utama. Disamping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara
menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali
kredit yang baik.

3. Building finacially sustainable institution. Agar secara terus menerus dapat
melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka
finansial kelembagaan tersebut harus terjamin berkelanjutan.

4. Measurable impact. Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur
sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan
kinerja kelembagaan.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan yang
masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan oleh LKM
dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Hal ini dikarenakan: (1) LKM
umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan, sehingga dapat
dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. (2) Petani/masyarakat
desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. (3)
Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan platfond kredit yang tidak terlalu

besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finasial LKM. (4) Dekatnya lokasi



LKM dan memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik
usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; (5)
Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal
emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian
kredit (Ashari, 2006).

Menurut Ismawan (2003), setidaknya terdapat beberapa hal yang
diperankan LKM yaitu:
1. Mendukung pemerataan pertumbuhan

Pelayanan keuangan mikro secara luas, secara efektif akan terlayani
berbagai kelompok usaha mikro, maka perkembangan usaha mikro yang
kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan
pertumbuhan.
2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa

Akibat jangkauan lembaga keuangan mikro yang luas, bisa meliputi desa
dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan
selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong
mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus
urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan
menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan desa dan kota.
3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil

Sektor yang selama ini mendapat akses dan kemudahan dalam
mengembangkan diri adalah usaha besar, akibatnya timbul jurang yang lebar
antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil.
Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi
kesenjangan yang terjadi. Disamping itu, dengan semakin cepatnya perkembangan
usaha kecil akan ikut mendukung perkembangan usaha besar, serta sebaliknya.
4. Mengurangi capital outflow dari desa-kota maupun daerah-pusat

Masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi,
terbukti dari akumulasi tabungan yang mencapai 21,8 trilyun rupiah pada BRI
Unit Desa. Meski demikian, kemampuan memanfaatkan kredit hanya 9,9 trilyun
pada bulan Januari 2002 atau kurang dari setengahnya (Bank Indonesia). Hal ini
memperlihatkan bahwa askes faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap



oleh masyarakat kota. Artinya akses pertumbuhan yang dibangun oleh masyarakat
desa telah “disedot™ oleh masyarakat kota, sehingga kota bisa menjadi lebih pesat
sementara desa akan mengalami kemandekan. Sedangkan capital outflow dari
daerah ke pusat diindikasikan kuat terjadi pula, hal ini dapat dilihat dari
perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan
pertumbuhan daerah. Lembaga keuangan mikro, lebih berkemampuan
memfasilitasi agar tabungan dari masyarakat desa atau daerah terkait, dapat
memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.
5. Meningkatkan kemandirian daerah

Dengan adanya faktor-faktor produksi (capital, tanah, SDM) yang
merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan
sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka
ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan
terkurangi, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat. Kemandirian
daerah tentu akan berdampak pada kemandirian nasional, sebab nasional terdiri
dari daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap utang

luar negeri akan terkurangi.

2.2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut PINBUK (2010, h. 61) menerangkan bahwa BMT menyerupai
suatu sistem yang seperti sistem perbankan. Sebagai sebuah sistem, BMT
mempunyai fungsi dan ketentuan yang berbeda dengan sistem lainnya yang juga
bergerak di bidang keuangan. BMT didukung oleh dua sub sistem utama yaitu
Baitul Maal (BM) yang bervisi sosial dan Ba